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BUPATI MALAKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 02 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALAKA,

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1)
Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten
Malaka tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Tahun 2025 - 2029;

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013

Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi
Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5396);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2023 Nomor 6841);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALAKA

dan
BUPATI MALAKA

MEMUTUSKAN ...
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN

JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025 - 2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1.

10.

11.

12.

13.

14.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5
(lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut RKPD adalah
Dokumen Perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra
PD adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 5 (lima)
tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja PD
adalah dokumen perencanaan perangkat daerah periode 1 (satu) tahunan.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan daerah.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam
jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir
periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan
dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Sasaran daerah adalah rumusan kondisi yang menggambarkan
tercapainya tujuan pembangunan daerah atas pencapaian hasil program
perangkat daerah.

Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif
untuk mewujudkan visi dan misi.

Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk
penyelesaian masalah pembangunan daerah yang dilaksanakan secara
bertahap sebagai pelaksanaan dari strategi.

Prioritas pembangunan daerah adalah fokus penyelenggaraan pemerintah
daerah yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran
pembangunan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih
kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah atau masyarakat, yang
dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan
tujuan pembangunan daerah.

Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau
kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau
dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program dan
kegiatan.

15. Pengendalian ...



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

(1)
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Pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah proses
pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan
pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja untuk kepastian capaian
target secara ekonomis, efisien dan efektif.

Pemangku Kepentingan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak
langsung mendapat manfaat atau dampak dari perencanaan dan
pelaksanaan pembangunan daerah.

Daerah adalah Kabupaten Malaka.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Malaka.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Malaka.

Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah
lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka.

Pasal 2

Maksud penyusunan RPJMD ini adalah untuk menjabarkan Visi, Misi, dan

Program Prioritas Bupati dan wakil Bupati ke dalam Tujuan, Sasaran,

Strategi, Arah Kebijakan, Program Prioritas disertai Indikator Kkinerja

pembangunan Daerah Malaka tahun 2025-2029 yang akan digunakan

sebagai pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan

Daerah Tahun 2025-2029, serta menjadi pedoman dalam penyusunan

perencanaan pembangunan daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-

20209.

Tujuan RPJMD, terdiri dari:

a. menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan pembangunan di Daerah selama kurun waktu 2025-
2029;

b. sebagai pedoman penyusunan perubahan RKPD Tahun 2025, RKPD
Tahun 2026-2030;

c. sebagai tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di
bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

d. menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten
berbatasan, dan Pemerintah Desa;

e. sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh PD di
lingkungan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Renstra PD Tahun
2025-2029;

f. sebagai tolok ukur penilaian keberhasilan Kepala PD dalam
melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan dan
tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi dan
Program Bupati; dan

g. sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan
pembangunan di Daerah.

BABII ...
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BAB II
SISTEMATIKA DAN ISI RPJMD

Pasal 3
Sistematika RPJMD terdiri dari:
a. Bab I Pendahuluan;
Bab II Gambaran Umum Daerah;
Bab III Visi, Misi, Program Prioritas Pembangunan Daerah;
Bab IV Program Perangkat Daerah dan kinerja penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah; dan
e. Bab V Penutup.
Ketentuan mengenai isi dan uraian sistematika RPJMD sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

a0

BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4
Pengendalian pelaksanaan RPJMD mencakup program pembangunan
daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan
pendanaan.
Pengendalian pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui pemantauan dan supervisi terhadap pelaksanaan RPJMD.
Hasil pemantauan dan supervisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program
pembangunan dan indikasi rencana program prioritas yang disertai
kebutuhan pendanaan, pembangunan jangka menengah daerah telah
dilaksanakan melalui RKPD.

Pasal 5

Evaluasi terhadap hasil RPJMD mencakup indikasi rencana program
prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan untuk mencapai misi, tujuan
dan sasaran, dalam wupaya mewujudkan visi pembangunan jangka
menengah daerah.

Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk
memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka
menengah daerah dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan
jangka panjang daerah.

Pasal 6

Ketentuan mengenai pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 5 dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB IV ...



-5-

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7
Program dan kegiatan pada RKPD Tahun 2025 yang telah ditetapkan
dinyatakan tetap berlaku sampai dilakukannya perubahan sesuai dengan
Peraturan Daerah ini.

BABV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Malaka.

Ditetapkan di Betun
pada tanggal 22 Ag Jstus 2025
BUPATI Mf\[ AKA, i

f‘(\

e —— ~f \

../ STEFANUS BRIA SERAN

uniangiean di Berun

v 2025 FOMORK 64

NOMOR HEGISTHRAS MERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAEKA PROVINES]
NUEBA TENUTIARA TIMUIR: Q2220125

PENJELASAN ...
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 2 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2025 - 2029

[. UMUM
Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya percepatan

pemenuhan Kkesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan
kekhasan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan pemerintahan yang
diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional.
Hakikat dari tujuan pembangunan nasional sebagaimana dimuat dalam alinea
keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

»n

yaitu: ”... melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah
Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan
kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan
kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah menyusun
perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangannya, di mana
perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam Pasal
260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan bahwa dalam
penyusunan perencanaan pembangunan nasional menghasilkan: (a). rencana
pembangunan jangka panjang, (b). rencana pembangunan jangka menengah,
dan (c). rencana pembangunan tahunan. Lebih lanjut dalam Pasal 263 Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
mengamanatkan bahwa pemerintah daerah menyusun rencana pembangunan
daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan, meliputi: Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua
puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang
berlaku selama 5 (lima) tahun, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

untuk 1 (satu) tahun.
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RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah
dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat
indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman
pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor 10
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa pemungutan suara serentak
nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah Negara Kesatuan
Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November 2024. Oleh karena itu,
Kepala Daerah terpilih wajib menyusun dokumen perencanaan Daerah yang
berlaku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan
berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yaitu
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat visi,
misi dan program prioritas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 juga
telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
86 Tahun 2017 yang disusun dalam beberapa tahapan, dari persiapan
penyusunan, penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan
awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan
rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah. Rangkaian
penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 mengikuti beberapa
tahapan sesuai pentahapan yang diamanatkan dalam Instruksi Menteri Dalam
Negeri Nomor 2 Tahun 2025 meliputi:

a. Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;

b. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;

c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;

d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-
2029;

e. Pengajuan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD;
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;

g. Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;
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h. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada Perangkat
Daerah;

i. Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;

j. Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029;

k. Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;

I. Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan
Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;

m. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD
Tahun 2025-2029 kepada DPRD;

n. Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029;

o. Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029; dan

p- Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, mengamanatkan
bahwa Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai
penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi
pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah, dan
arah kebijakan keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang disusun oleh
Pemerintah, menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1. Pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka berpikir
ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja untuk mencapai tujuan dan sasaran
pembangunan daerah.

2. Pendekatan partisipatif, yaitu dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan
dengan melibatkan Stakeholders/Pemangku Kepentingan.

3. Pendekatan politis, Politis (Political Approach), Penyusunan RPJMD yang
memuat visi, misi, Program Prioritas arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka menengah, dibahas dan disepakati bersama DPRD

4. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu RPJMD merupakan
dokumen perencanaan yang dihasilkan dan diselaraskan melalui
musyawarah pembangunan yang dilaksanakan menurut jenjang
pemerintahan.

5. Pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan unsur
atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan faktor
potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya.

6. Pendekatan integratif sebagai upaya untuk menyatukan beberapa

kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam
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upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

7. Pendekatan spasial, penyusunan RPJMD mempertimbangkan aspek
pengembangan wilayah dari segi lokasi atau letak wilayah, yang meliputi
struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antar wilayah.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN
Tahun 2025-2029, ditetapkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Bersama
Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mengandung arti
pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri terbaik bangsa
dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah dibangun oleh
pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara negara maju di
tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden yang dituangkan
dalam Asta Cita yang memuat 17 Program prioritas Presiden yang mencakup
rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-langkah berupaya
Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan upaya tersebut
diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta tantangan utama secara
cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur yang kokoh dalam
menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan nasional. Untuk
menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional dalam pencapaian
visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-2029 dan sebagai upaya
penyelarasan perencanaan pembangunan nasional dan daerah, maka dalam
RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 ditetapkan visi yang mengacu pada visi
Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029 yaitu “Nusa Tenggara Timur
Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi
tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) misi yang memuat 7 (Tujuh) Pilar
Pembangunan dan 10 (Sepuluh) Program Prioritas. Nusa Tenggara Timur terdiri
dari 5 pulau besar di provinsi NTT yaitu Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan
Pulau Lembata serta beberapa pulau kecil lainnya sebagai sub sistem politik
ekonomi, sosial dan budaya dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat
secara berkelanjutan diupayakan melalui pemanfaatan potensi wilayah untuk
menciptakan suatu kondisi atau kualitas kehidupan yang terus meningkat dan
berkelanjutan.

Visi RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 tersebut
menjadi landasan materiil pembangunan jangka menengah Kabupaten Malaka.
Visi RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 mengacu pada Visi Bupati
Malaka (dr. Stefanus Bria Seran, MPH) dan Wakil Bupati Malaka (Henri Melki
Simu, A.Md), yaitu “Membangun Kembali Fondasi Yang Kokoh dan Dinamis

Untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan Masyarakat Malaka”.
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RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran
dari Periode Pertama RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045 (Tahun
2025-2029). Dengan demikian tujuan dan target pembangunan RPJMD Tahun
2025-2029 mengacu pada target periode pertama RPJPD Kabupaten Malaka
Malaka 2025-2045. Berdasarkan Arah Kebijakan dan Sasaran Pokok RPJPD
Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045, terdapat 8 (Delapan) Arah Kebijakan
Pembangunan yang perlu mendapat perhatian karena merupakan fondasi awal
untuk pencapaian visi dan misi RPJPD Kabupaten Malaka 2025-2045. Adapun
arah kebijakan pembangunan Kabupaten Malaka untuk periode pertama
RPJPD pada tahun 2025-2029 sebagai berikut:

1. Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan
Perlindungan Sosial;

2. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Sektor-sektor Ekonomi
Unggulan;

3. Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang
Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat Sipil;

4. Pemenuhan Hak Dasar Manusia dengan Memperkuat Supremasi Hukum
dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;

5. Pemenuhan Modal Dasar Pembangunan Daerah melalui Ketahanan Sosial
Budaya dan Ekologi;

6. Pemenuhan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah;

7. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berwawasan Lingkungan
yang Terintegrasi;

8. Mendorong Kerjasama Percepatan Pembangunan Daerah yang Bersinergi.

RPJMD Kabupaten Malaka yang disusun menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana
Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), di mana target RPJMD dijabarkan
menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target Renstra PD
dijabarkan menjadi target tahunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja
PD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan rancangan
KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya, serta menjadi
acuan penyusunan yang dijabarkan Rancangan Kerja Perangkat Daerah (Renja

PD).

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.
Pasal 2
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Cukup jelas.
Pasal 3

Cukup jelas.
Pasal 4

Cukup jelas
Pasal 5

Cukup jelas.
Pasal 6

Cukup jelas.
Pasal 7

Cukup jelas.
Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MALAKA NOMOR 64

LAMPIRAN ...
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LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
NOMOR 2 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

ISI DAN URAIAN
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH TAHUN 2025-2029

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan pada upaya percepatan
pemenuhan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan,
pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing
daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan,
dan kekhasan suatu daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik
Indonesia. Pembangunan daerah merupakan pelaksanaan urusan
pemerintahan yang diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari
pembangunan nasional. Hakikat dari tujuan pembangunan nasional
sebagaimana dimuat dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu: ”... melindungi segenap
bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk
memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan
ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan,

perdamaian abadi dan keadilan sosial ...”.

Untuk mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Daerah menyusun
perencanaan pembangunan daerah sesuai kewenangannya, di mana
perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem
perencanaan pembangunan nasional sebagaimana diamanatkan dalam
Pasal 260 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah. Pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004
tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, mengamanatkan
bahwa dalam penyusunan perencanaan pembangunan nasional
menghasilkan: (a). rencana pembangunan jangka panjang, (b). rencana
pembangunan jangka menengah, dan (c). rencana pembangunan tahunan.
Lebih lanjut dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa pemerintah daerah
menyusun rencana pembangunan daerah dalam penyelenggaraan
pemerintahan, meliputi: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

(RPJPD) yang berlaku selama 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan
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Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang berlaku selama 5 (lima) tahun,

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk 1 (satu) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala
Daerah terpilih yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat
Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka
pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang

disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

Selanjutnya, berdasarkan Pasal 201 ayat (8) Undang-undang Nomor
10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan
Walikota menjadi Undang-Undang, disebutkan bahwa pemungutan suara
serentak nasional dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di seluruh wilayah
Negara Kesatuan Republik Indonesia dilaksanakan pada bulan November
2024. Oleh karena itu, Kepala Daerah terpilih wajib menyusun dokumen
perencanaan Daerah yang berlaku untuk periode 5 (lima) tahun terhitung
sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah yaitu Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah (RPJMD) yang memuat visi, misi dan program prioritas Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

Pelaksanaan penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka 2025-2029 juga
telah mempedomani Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 86 Tahun 2017 yang disusun dalam beberapa tahapan, dari persiapan
penyusunan, penyusunan rancangan teknokratik, penyusunan rancangan
awal, penyusunan rancangan, pelaksanaan Musrenbang, perumusan
rancangan akhir, dan penetapan RPJPD menjadi Peraturan Daerah.
Rangkaian penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029
mengikuti beberapa tahapan sesuai pentahapan yang diamanatkan dalam
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 meliputi:

a. Persiapan Penyusunan RPJMD Tahun 2025-2029;

b. Pembahasan Visi dan Misi secara Teknokratik;

c. Penyusunan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;

d. Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD Tahun

2025-2029;
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Pengajuan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada DPRD;
Pembahasan dan Penyepakatan Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-
2029;

Konsultasi Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029;

. Penyampaian Rancangan Awal RPJMD Tahun 2025-2029 kepada

Perangkat Daerah;

Penyusunan Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;

Musrenbang RPJMD Tahun 2025-2029;

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;

Reviu Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Rancangan

Akhir RPJMD Tahun 2025-2029;

. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang RPJMD

Tahun 2025-2029 kepada DPRD;

Pembahasan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029;
Evaluasi Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029; dan
Penetapan Ranperda RPJMD Tahun 2025-2029.

Pasal 14 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2024, mengamanatkan

bahwa Kepala Bappeda menyiapkan Rancangan Awal RPJMD sebagai

penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah ke dalam strategi

pembangunan Daerah, kebijakan umum, program prioritas Kepala Daerah,

dan arah kebijakan keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang disusun oleh

Pemerintah, menggunakan beberapa pendekatan, antara lain:

1.

Pendekatan teknokratik, yaitu menggunakan metode dan kerangka
berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja untuk mencapai tujuan

dan sasaran pembangunan daerah.

. Pendekatan partisipatif, yaitu dalam penyusunan RPJMD dilaksanakan

dengan melibatkan Stakeholders/Pemangku Kepentingan.

. Pendekatan politis, Politis (Political Approach), Penyusunan RPJMD yang

memuat visi, misi, Program Prioritas arah kebijakan dan sasaran pokok
pembangunan jangka menengah, dibahas dan disepakati bersama DPRD
Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, yaitu RPJMD merupakan
dokumen perencanaan yang dihasilkan dan diselaraskan melalui
musyawarah pembangunan yang dilaksanakan menurut jenjang

pemerintahan.

. Pendekatan holistik-tematik, yaitu mempertimbangkan keseluruhan

unsur atau bagian atau kegiatan Pembangunan sebagai satu kesatuan
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faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling
berkaitan satu dengan lainnya.

6. Pendekatan integratif sebagai upaya untuk menyatukan beberapa
kewenangan ke dalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam
upaya pencapaian tujuan pembangunan daerah.

7. Pendekatan spasial, penyusunan RPJMD mempertimbangkan aspek
pengembangan wilayah dari segi lokasi atau letak wilayah, yang meliputi

struktur keruangan, pemanfaatan lahan, dan keterkaitan antar wilayah.

Di dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang RPJMN
Tahun 2025-2029, ditetapkan visi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu
“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini
mengandung arti pembangunan memerlukan kerja sama seluruh putra-putri
terbaik bangsa dengan kesamaan tekad berdasarkan fondasi yang telah
dibangun oleh pemerintah sebelumnya untuk mewujudkan Indonesia setara
negara maju di tahun 2045. Visi ini dicapai melalui Delapan Misi Presiden
yang dituangkan dalam Asta Cita yang memuat 17 Program prioritas Presiden
yang mencakup rencana pembangunan diberbagai sektor serta langkah-
langkah berupaya Program Hasil Terbaik Cepat/Quick Wins. Keseluruhan
upaya tersebut diformulasikan untuk menjawab permasalahan serta
tantangan utama secara cepat, tepat dan terukur guna menciptakan struktur
yang kokoh dalam menunjang pelaksanaan berbagai program pembangunan
nasional. Untuk menunjang pelaksanaan program pembangunan nasional
dalam pencapaian visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2025-
2029 dan sebagai upaya penyelarasan perencanaan pembangunan nasional
dan daerah, maka dalam RPJMD Provinsi NTT Tahun 2025-2029 ditetapkan
visi yang mengacu pada visi Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2025-2029
yaitu “Nusa Tenggara Timur Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan
Berkelanjutan”. Untuk mewujudkan visi tersebut dijabarkan kedalam 5
(lima) misi yang memuat 7 (Tujuh) Pilar Pembangunan dan 10 (Sepuluh)
Program Prioritas. Nusa Tenggara Timur terdiri dari 5 pulau besar di provinsi
NTT yaitu Pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Pulau Lembata serta
beberapa pulau kecil lainnya sebagai sub sistem politik ekonomi, sosial dan
budaya dimana peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan
diupayakan melalui pemanfaatan potensi wilayah untuk menciptakan suatu

kondisi atau kualitas kehidupan yang terus meningkat dan berkelanjutan.
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Visi RPJMN 2025-2029 dan RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 tersebut
menjadi landasan materiil pembangunan jangka menengah Kabupaten
Malaka. Visi RPUMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 mengacu pada Visi
Bupati Malaka (dr. Stefanus Bria Seran, MPH) dan Wakil Bupati Malaka
(Henri Melki Simu, A.Md), yaitu “Membangun Kembali Fondasi Yang
Kokoh dan Dinamis Untuk Mencapai Kemakmuran dan Kesejahteraan

Masyarakat Malaka”.

RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran
dari Periode Pertama RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045 (Tahun
2025-2029). RPJMD Kabupaten Malaka selanjutnya menjadi dasar
kebijakan pembangunan jangka menengah Malaka dalam lima tahun
dimana perencanan pembangunan dilakukan secara sistematis, terarah,
terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan, menjamin
terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah,
antarruang, antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan
Daerah. Dalam perumusannya, RPJMD Malaka Tahun 2025-2029
didasarkan pada pertimbangan objektif sesuai dengan karakteristik wilayah
yang menjadi isu-isu strategis yang difokuskan pada tujuan pembangunan
berkelanjutan. Selanjutnya, RPJMD merupakan pedoman dalam
penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kemudian
akan dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah
dan RKPD setiap tahun. Dengan demikian tujuan dan target pembangunan
RPJMD Tahun 2025-2029 mengacu pada target periode pertama RPJPD
Kabupaten Malaka Malaka 2025-2045. Berdasarkan Arah Kebijakan dan
Sasaran Pokok RPJPD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2045, terdapat 8
(Delapan) Arah Kebijakan Pembangunan yang perlu mendapat perhatian
karena merupakan fondasi awal untuk pencapaian visi dan misi RPJPD
Kabupaten Malaka 2025-2045. Adapun arah kebijakan pembangunan
Kabupaten Malaka untuk periode pertama RPJPD pada tahun 2025-2029
sebagai berikut:

1. Pemenuhan Fasilitas dan Layanan Dasar Pendidikan, Kesehatan dan
Perlindungan Sosial;

2. Pemenuhan Infrastruktur Dasar dan Pengembangan Sektor-sektor
Ekonomi Unggulan;

3. Kelembagaan Tepat Fungsi, Peningkatan Kualitas ASN, Regulasi yang
Efektif, Digitalisasi Pelayanan Publik, dan Pemberdayaan Masyarakat
Sipil;

4. Pemenuhan Hak Dasar Manusia dengan Memperkuat Supremasi Hukum
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dan Stabilitas Ekonomi Makro Daerah;

5. Pemenuhan Modal Dasar Pembangunan Daerah melalui Ketahanan
Sosial Budaya dan Ekologi;

6. Pemenuhan Pemerataan Pembangunan Antar Wilayah;

7. Mewujudkan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Berwawasan
Lingkungan yang Terintegrasi;

8. Mendorong Kerjasama Percepatan Pembangunan Daerah yang Bersinergi.

RPJMD Kabupaten Malaka yang disusun menjadi pedoman dalam
penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan
Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD), di mana target RPJMD
dijabarkan menjadi target tahunan dalam RKPD, demikian pula target
Renstra PD dijabarkan menjadi target tahunan Rencana Kerja Perangkat
Daerah (Renja PD). Dokumen RKPD akan menjadi pedoman penyusunan
rancangan KUA/PPAS untuk menyusun Rancangan APBD setiap tahunnya,
serta menjadi acuan penyusunan yang dijabarkan Rancangan Kerja

Perangkat Daerah (Renja PD).

1.2 Dasar Hukum Penyusunan
Dasar hukum yang dipergunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten
Malaka Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem
Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019
(COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Daerah dan Stabilitas Sistem

Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019
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(COVID- 19) dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang
membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem
Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang
Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten
Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5396);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
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antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6575);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara
Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6987);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4817);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26
Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5941);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan
Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6323);



18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

20

Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang
Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 382);

Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata
Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah,
Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang
Pembuatan Dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem
Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 1114);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang
Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 tahun 2021 Tentang
Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 4 Tahun 2024
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTT Tahun 2023-2043
(Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor
004 Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor
0132);

Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 5 Tahun 2024
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa

Tenggara Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa
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Tenggara Timur Tahun 2024 Nomor 005, Tambahan Lembaran Daerah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0133);

28. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2024-2043
(Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024 Nomor 03 Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 60);

29. Peraturan Daerah Kabupaten Malaka Nomor 6 Tahun 2024 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malaka
Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Tahun 2024
Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malaka Nomor 63);

30. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman
Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

1.3 Hubungan antara Dokumen RPJMD dengan Dokumen Perencanaan

Pembangunan Lainnya

RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 memiliki keterkaitan
dengan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Penyusunan RPJMD
Kabupaten Malaka berpedoman pada RPJMN yang diatur dalam Peraturan
Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025-2029 dan
RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini dilakukan melalui
penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan
program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah
kebijakan serta serta prioritas pembangunan nasional sesuai dengan
kewenangan dan kondisi Kabupaten Malaka. RPJMD juga berpedoman pada
RPJPD Kabupaten Malaka, serta memperhatikan RPJMD Kabupaten lainnya
yang berbatasan, dan RTRW Kabupaten Malaka.

Penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029
juga memperhatikan:
1. Hasil evaluasi capaian pembangunan daerah Tahun 2020-2024, terutama

pada tingkat ketercapaian kinerja dan rekomendasi;
2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terhadap RPJMD Kabupaten
Malaka 2025-2029, meliputi substansi isu strategis, dan arah kebijakan;

3. Rencana sektoral lainnya yang secara substansi berkaitan dengan arah

kebijakan pembangunan jangka panjang daerah.

Pada gambar berikut ini akan diuraikan keterkaitan RPJMD dengan

dokumen perencanaan pembangunan dan sektoral lainnya.



Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan
Pembangunan dan Sektoral Lainnya
Dokumen RPJPD dan RPJMD, memberi payung konseptual bagi
pembangunan secara a-spasial. RPJPD dan RPJMD berbicara boleh tidaknya
pembangunan berjalan, tapi arahan lokasinya ada pada dokumen RTRW.
Penerjemahan RTRW dalam Rencana Pembangunan tercantum dalam
indikasi program pemanfaatan ruang wilayah. Kedua dokumen tersebut
saling sinergis dan saling mendukung, antara lain dalam jenis program

utama, pembiayaan dan lokasi program.

Pada gambar berikut ini diuraikan penyelarasan muatan dokumen RTRW

dengan muatan dokumen RPJPD dan dokumen RPJMD.

anneeny [ .
AR G A bebem oy
i N " Vi
R I e e - —
b -t d e T . B Rl S
”Mlz-.n -
e kil S ma wy LT g——yem—
"
e W%-al
v R e L
-‘ _'m-.
L e L .J*mw

Gambar 1.2 Penyelarasan muatan RTRW dengan muatan RPJPD-RPJMD

Muatan RPJMD sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017, terdiri dari: 1) Visi dan Misi; 2) Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah
Kebijakan; dan 3) Program RPJMD. Dalam penyusunan dokumen RPJMD
dilakukan beberapa langkah penyelarasan antara RTRW dan RPJMD, antara
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lain:

1. Merumuskan Visi dan Misi Kepala Daerah dalam RPJMD mempedomani
tujuan penataan ruang dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
melalui pencermatan substansi pada potensi unggulan daerah berbasis
ruang. Langkah ini akan dilakukan setelah terpilihnya Kepala Daerah dan
Wakil Kepala Daerah hasil Pemilukada serentak pada Tahun 2024;

2. Merumuskan strategi dan arah kebijakan dalam RPJMD dengan
mempedomani arah kebijakan dan strategi pada RTRW melalui
pencermatan isi substansi dalam RTRW;

3. Merumuskan  program pembangunan daerah dalam  RPJMD
memperhatikan indikasi program utama dalam RTRW yang menjadi
program prioritas daerah. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21
Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang, periodisasi
indikasi program utama jangka menengah lima tahunan dalam rencana
tata ruang disesuaikan dengan periode rencana pembangunan jangka

menengah lima tahunan.

Berdasarkan langkah penyelarasan tersebut, dalam penyusunan
Dokumen RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029, hanya dilaksanakan
penyelarasan pada langkah ke-2 dan ke-3 sehingga dapat dirumuskan
rekomendasi kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun pada

Bab 5 RPJMD Malaka 2025-2029.

Penyusunan RPJMD  Kabupaten Malaka 2025-2029 juga
mempertimbangkan Sustainable Development Goals (SDGs) atau Tujuan
Pembangunan Berkelanjutan sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyusunan
Dokumen Perencanaan Spasial dan Aspasial, yang dipastikan melalui Kajian
Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Dalam dokumen KLHS RPJMD
Kabupaten Malaka 2025-2029 ditetapkan rekomendasi yang perlu
diakomodir dalam RPJMD, tidak hanya terkait lingkungan, namun juga
sosial, ekonomi, serta hukum dan tata kelola yang merupakan pilar-pilar

dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Dalam upaya pembangunan daerah yang berkelanjutan, keterkaitan
antara dokumen perencanaan sangatlah penting. Salah satu diantaranya
yaitu keterhubungan antara RPJMD dan RIPJPID merupakan sinergi yang
saling menguntungkan. Melalui penerapan prinsip-prinsip inovasi yang

diidentifikasi dalam RIPJPID, pelaksanaan program-program dalam RPJMD
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bisa lebih efektif. Dengan kata lain, inovasi yang diperkenalkan melalui
RIPJPID membantu pemerintah daerah dalam mencapai target-target yang
tertuang dalam RPJMD. Melalui pendekatan kolaboratif pentahelix, RIPJPID
memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mewujudkan visi
dan misi kepala daerah sekaligus memastikan pembangunan yang adaptif,
berkelanjutan, dan sesuai kebutuhan lokal. Dengan memanfaatkan
kekuatan jaringan pengetahuan dan inovasi yang dihasilkan dari RIPJPID,
RPJMD Kabupaten Malaka dapat direalisasikan dengan lebih efisien dan
efektif, melalui penguatan ekosistem pengetahuan dan inovasi, diharapkan
dapat mencapai tujuan pembangunan yang Dberkelanjutan dan

meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Malaka.

1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud Penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029
adalah menjabarkan visi, misi, dan program prioritas Bupati Malaka dan
Wakil Bupati Malaka ke dalam tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,
program prioritas disertai indikator kinerja pembangunan daerah Kabupaten
Malaka Tahun 2025-2029 yang akan digunakan sebagai pedoman untuk
penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah Tahun 2025-2029,
serta menjadi pedoman dalam penyusunan perencanaan pembangunan

daerah tahunan RKPD periode tahun 2025-2029.

Sedangkan tujuan Penyusunan RPJMD Kabupaten Malaka Tahun

2025-2029 adalah:

1. Menjamin konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan,
dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Malaka selama kurun
waktu 2025-2029;

2. Sebagai Pedoman penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Malaka
Tahun 2025, RKPD Kabupaten Malaka Tahun 2026-2030;

3. Sebagai tolak ukur keberhasilan penyelenggaraan pemerintah daerah di
bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati terpilih;

4. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan
pembangunan antara Pemerintah Kabupaten Malaka dengan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur dan Pemerintah Pusat, Pemerintah
Kabupaten berbatasan, dan Pemerintah Desa;

5. Sebagai pedoman penyelenggaraan pembangunan oleh seluruh
perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malaka yang

tertuang dalam Renstra PD Tahun 2025-2029;
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6. Sebagai tolak ukur penilaian keberhasilan Kepala Perangkat Daerah
dalam melaksanakan pembangunan sesuai tugas, fungsi, kewenangan
dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya mewujudkan visi, misi
dan program Kepala Daerah;

7. Sebagai pedoman seluruh pemangku kepentingan dalam melaksanakan

pembangunan di Kabupaten Malaka.

1.5 Sistematika Penulisan

Penyajian dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Malaka Tahun 2025-2029 yang disusun dengan
mengacu pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, terdiri

dari 5 (Lima) bab, dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan
Pada penulisan bab [ ini memuat latar belakang, dasar hukum
penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan serta

sistematika penulisan.

Bab II: Gambaran Umum Daerah

Pada penulisan bab II ini terdiri dari beberapa sub bab, yaitu: 1). sub
bab gambaran umum kondisi daerah meliputi aspek geografi dan demografi,
aspek kesejahteraan masyarakat, aspek daya saing daerah, aspek pelayanan
umum; 2). subbab gambaran keuangan daerah yang memuat penjelasan
tentang realisasi APBD Tahun Anggaran 2020-2024 dan proyeksi keuangan
daerah Tahun Anggaran 2025-2029; 3). sub bab permasalahan dan isu
strategis, yang meliputi permasalahan pembangunan daerah dan isu

strategis.

Bab III: Visi, Misi, dan Program Prioritas Pembangunan Daerah
Penulisan bab III menguraikan tentang beberapa sub bab, yaitu: 1).
Subbab Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran yang memuat visi, misi, tujuan dan
sasaran pembangunan S (lima) tahun mendatang; 2). Sub Bab Strategi, Arah
Kebijakan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah yang memuat strategi
dan arah kebijakan serta program-program prioritas daerah dalam mencapai

tujuan dan sasaran.

Bab IV: Program Perangkat Daerah dan Kinerja Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah
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Pada bab ini terdiri dari 2 (dua) subbab yang menguraikan tentang: 1).
subbab program Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja pembangunan
daerah dan indikator program, target dan pagu indikatif program perangkat
daerah; 2). subbab kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, memuat
target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui indikator kinerja
utama (IKU) dan target penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui

indikator kinerja penyelenggaraan daerah (IKD).

Bab V: Penutup

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah
pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan
dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya

pencapaian sasaran pembangunan di daerah.
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1 Gambaran Umum Kondisi Daerah
1.1 Aspek Geografi dan Demografi

1 Geografi
Batas Administrasi

Kabupaten Malaka merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Nusa

Tenggara Timur.
9°18'7.19"-9°47'26.68"

: Laut Timor

Tengah Selatan

Secara geografis,

: Kabupaten Belu
: Timor Leste dan Laut Timor
: Kabupaten Timor Tengah Utara dan Kabupaten Timor

Kabupaten Malaka terletak pada
Lintang Selatan dan 124°38'32.17"-125°5'21.38"
Bujur Timur. Batas-batas wilayah administratif adalah :

= Sebelah Selatan
= Sebelah Utara

= Sebelah Barat

= Sebelah Timur

Kabupaten Malaka yang memiliki luas wilayah mencapai 1.119 Km?2
atau 111.199 Ha, terbagi atas 12 kecamatan serta 127 Desa. Seluruh
kecamatan di Kabupaten Malaka berada di Pulau Timor, tidak ada yang
berada di pulau terpisah.

Tabel 2.1 Ibukota Kecamatan, Luas, dan di Kabupaten Malaka

Persentase
Jumlah U I Luas
No. | Kecamatan | Ibukota Kecamatan Wilayah Wilayah .
Desa (Ha) (Km?) Wilayah
(%)
1 [Wewiku Alkani 12 7.422,93 74,23 6,68
o Malaka Besikama 16 | 6.771,82 67,72 6,09
Barat
3 [Weliman Kmi Laran 14 6.663,97 66,64 5,99
4 |Rinhat Biudukfoho 20 11.571,68 115,72 10,41
S5 |lo Kufeu Fatuao 7 5.762,78 57,63 5,18
6 |Sasitamean | Kaputu 9 6.904,38 69,04 6,21
7 |[Malaka Betun 17 | 16.776,37 | 167,76 15,09
Tengah
g [Boun Sarina 5 | 445039 | 44,50 4,00
Leobele
9 |Laen Manen | Eokpuran 9 9.717,88 97,18 8,74
1o [Malaka Boas 6 | 7.27592 | 72,76 6,54
Timur
11 |Kobalima Raihanek 8 16.670,39 166,70 14,99
1o [Kobalima Maroma Mai 4 |11.210,34| 112,10 10,08
Timur
Kabupaten
Betun 127 |111.198,83| 1.111,99 100
Malaka

Sumber: Hasil Perhitungan GIS, 2024, dan Ranperda RTRW Kabupaten
Malaka 2023
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Peta 2.1 Orientasi Wilayah
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b. Peran Strategis Daerah

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2013
tentang Pembentukan Kabupaten Malaka di Provinsi Nusa Tenggara Timur,
dijelaskan peran strategis Kabupaten Malaka secara geopolitik, Kabupaten
Malaka memiliki wilayah yang berbatasan darat langsung dengan Republik
Demokratik Timor Leste, sehingga diperlukan perhatian khusus dalam
rangka menjadikan wilayah ini sebagai salah satu beranda depan dari Negara
Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai wilayah perbatasan, Kabupaten
Malaka memiliki fungsi strategis dalam rangka mengembangkan kekuatan
nasional untuk mengatasi segala gangguan yang membahayakan integritas,
identitas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara, serta perjuangan
mencapai tujuan nasional untuk mensejahterakan seluruh lapisan
masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan. Kabupaten Malaka memiliki
berbagai potensi ekonomi yang besar untuk dikembangkan sebagai salah
satu daerah penyumbang devisa. Potensi tersebut berasal dari sektor
pertanian, perkebunan, peternakan, pertambangan, dan kepariwisataan.
Wilayah Betun menjadi Ibu Kota Kabupaten Malaka telah diberikan status
sebagai salah satu daerah Kawasan Pengembangan Agropolitan, sehingga
menjadikan daerah ini sebagai lokasi pengembangan kegiatan pertanian yang
intensif berbasiskan sistem agribisnis guna meningkatkan kualitas
komoditas unggulan, sehingga memberikan nilai tambah bagi petani dan
masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Malaka dan sekitarnya.

Berikut adalah gambaran peran strategis Kabupaten Malaka
berdasarkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka.
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c. Potensi Sumber Daya Alam

Salah satu potensi Kabupaten Malaka adalah sektor pertanian. Dimana
jumlah unit usaha pertanian di Kabupaten Malaka mencapai 41.044 pada
tahun 2023. Jumlah dan persentase usaha pertanian perorangan menurut
sektornya. Berdasarkan data statistik pertanian kabupaten Malaka yang
dirilis tahun 2024 sehingga data yang tersedia yaitu data tahun 2023.
Berikut data terkait potensi sumber daya alam, khususnya jumlah dan
persentase usaha pertanian perorangan menurut sektornya,

Tabel 2.2 Jumlah dan Persentase Usaha Pertanian Perorangan Menurut

Sektor
Jenis Usaha Pertanian Perorangan menurut
Jumlah | Persentase
subsektor
Tanaman Pangan 33.215 80,96%
Hortikultura 12.863 31,35%
Perkebunan 10.317 25,15%
Peternakan 28.659 69,86%
Kehutanan 6.852 16,70%
Perikanan 575 1,40%
Jasa Pertanian 316 0,77%
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
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Gambar 2.2 Persentase Usaha Pertanian Perorangan Menurut Sektor
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

1) Pertanian

Jenis tanaman pangan yang diusahakan di Kabupaten Malaka adalah
padi dan palawija. Tanaman padi terdiri dari padi sawah dan padi ladang
sedangkan tanaman palawija terdiri dari jagung, ubi kayu, ubi jalar, kacang
tanah, dan kacang hijau. Produksi dan produktivitas dari tanaman tersebut
berbeda-beda tergantung dari cara tanam, keadaan lahan, serta keadaan
iklim. Secara umum produksi pangan di Kabupaten Malaka selalu
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berfluktuasi setiap tahunnya. Hal ini terjadi karena masih kurangnya
perhatian dalam cara perawatan dan pemeliharaan tanaman seperti dalam
hal pemberian pupuk, pembersihan gulma serta jarak tanam. Selain itu,
produksi pangan juga masih sangat tergantung pada keadaan iklim seperti
curah hujan, angin, dan sebagainya.

Tabel 2.3 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (ton)

Tanaman Produksi (Ton) Tahun 2022
No Pangan Padi | Jagung Ubi Ubi Kacang Kacang
Kayu Jalar Tanah Hijau
1 Wewiku 12.137 1.552 25,64 199
2 Malaka Barat 5.158 6.867 36
3 Weliman 7.269 6.676 368 194
4 Rinhat 10.151 2.569 203 6,40 75
5 Io Kofeu 2.205 6.330 1.710 8
6 Sasitamean 5.787 1.515 92 7,80 42
7 Malaka 12.575 6.987 675 228
Tengah
8 Botin Leobele 3.619 776 93
9 Laen Manen 1.132 2.956 2.888 4,30 122
10 | Malaka 4 2.848 548 34 2,75 26
Timur
11 | Kobalima 4.030 | 10.742 352 14 16,80 919
12 | Kobalima 5.425 799 210 33,12 414
Timur
Total 32.373 | 80.522 | 13.788 1.119 96,63 2.319

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
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Gambar 2.3 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Malaka Tahun
2022 (ton)
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
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Gambar 2.4 Produksi Tanaman Pangan di Kabupaten Malaka Tahun
2022 (ton) berdasarkan Kecamatan
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Produksi (ton) terbesar hasil SDA Pertanian adalah Jagung, Padi, dan
Ubi Jalar. Penghasil Padi Terbanyak berada di Kec. Malaka Tengah. Penghasil
Jagung Terbanyak terdapat di Kec. Wewiku.

2) Perkebunan

Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor pertanian yang
banyak menyerap tenaga kerja dan penghasil devisa. Hasil subsektor
perkebunan biasa dijadikan sebagai bahan baku industri pengolahan. Di
samping itu, subsektor ini juga berperan dalam pelestarian lingkungan
hidup. Kegiatan subsektor perkebunan meliputi perkebunan besar dan
perkebunan rakyat. Di Kabupaten Malaka, kegiatan perkebunan hanya
meliputi perkebunan rakyat. Kontribusi subsektor perkebunan terhadap
sektor pertanian di Kabupaten Malaka memang masih kecil. Namun
demikian, hasil dari subsektor ini diharapkan dapat menunjang pendapatan
asli daerah dan penggerak perekonomian daerah. Hal ini dikarenakan,
komoditi perkebunan banyak digunakan sebagai bahan baku industri seperti
kopi, tembakau, kelapa, dan sebagainya. Komoditi perkebunan yang banyak
diusahakan di Kabupaten Malaka pada tahun 2022 antara lain kopi, kelapa,
tembakau, kapuk, kemiri, jambu mete, kakao, dan pinang.
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Tabel 2.4 Produksi Perkebunan (Ton) di Kabupaten Malaka Tahun 2021-2022

Kecamatan

Produksi Perkebunan (Ton)

Kelapa

Kemiri

Kopi

Kakao

Jambu Mete

Pinang

Tembakau

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 CLE L
1 Wewiku 0,54 0,4 679 183 0 0 0 0 4,5 8,8 1,2 1,2 1,7 1,7 25 1,4 908,44
2 Malaka Barat 1,5 1,13 1.500 1.339 0 0 0 0 3 4,76 0 0 1 0,9 0 0 2851,29
3 Weliman 1,26 1,26 387 321,8 46 44 0 0 9 17,34 22 20,8 7,9 7,9 0 75 961,26
4 Rinhat 1 1 70 63 347 337 2 1,5 4,5 3,8 3,3 3,3 3,9 3,9 0 111,2 956,4
5 Lo Kufeu 0,5 0,5 15 15 90 90 1,5 1,4 0 0 3,75 3,7 0,75 0,75 0 16,6 239,45
6 Sasita Mean 0 0 18,42 16,32 75,28 72,6 0,8 0,8 0 0 9,13 9 2,88 2,88 13,18 0 221,29
7 Malaka 2,8 2,3 2.832,00 2.506,00 30,46 28,56 0 0 1,4 1,4 22,8 21,5 4 3,5 0 0 5456,72
Tengah
8 Botin Leobele 0 0 13 13 104 108 0 0 0 0 10,5 11 1,5 1,5 0 0 262,5
9 Laen Manen 0,44 0,44 29 25,7 66 66 0 0 0 0 89 89 54 54 0 0 376,38
10 Malaka Timur 3,8 3,4 420 417,7 159 159 0 0 0 0 31 32 6 6 0 0 1237,9
11 Kabolima 1,67 1,67 209 200 70 69 0,75 0,75 7 12 41 41 3 4 0 0 660,84
12 Kabolima 1,9 1,9 249 249 105 105 1,2 1,2 0,4 0,4 64 66,3 4,8 5,5 0 0 855,6
Timur
Kabupaten Malaka 15,41 14 6.421,42 5.349,52 1.092,74 1.079,16 6,25 5,65 29,80 48,50 297,68 298,80 42,83 43,93 38,18 104,20 14888,07

Sumber: Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
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— 855,61
Kabolima [=660,84

1 <3 /19 1
Laen Manen [=376,38
—262,5
Malaka Tengah 5456,72
—221,29

Lo Kufeu [=289,45

— 956,41
Weliman [—961,261

IX'-\I,ILI |

Wewiku [=-908,441
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000
Gambar 2.6 Produksi Perkebunan di Kabupaten Malaka Tahun 2022
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Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

3) Hortikultura

Istilah hortikultura berasal dari bahasa latin “hortus” yang berarti kebun
dan “culture” yang berarti bercocok tanam. Jadi hortikultura adalah cara atau
teknik bercocok tanam yang menggunakan media kebun atau pekarangan
rumah sebagai lahan. Tanaman hortikultura terbagi menjadi empat
kelompok yaitu sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman hias, dan tanaman
obat-obatan atau biofarmaka. Sementara itu, berdasarkan jenis tanamannya,
tanaman hortikultura dibedakan menjadi tanaman tahunan dan semusim.
Tanaman hortikultura tahunan adalah tanaman hortikultura yang umur
tanamannya lebih dari satu tahun, sedangkan tanaman hortikultura
semusim adalah tanaman hortikultura yang umur tanamannya kurang dari
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satu tahun dan biasanya habis dibongkar dalam sekali panen. Kebutuhan
manusia akan tanaman hortikultura memang masih relatif kecil jika
dibandingkan kebutuhan akan tanaman pangan padi dan palawija. Akan
tetapi tanaman ini juga mempunyai peran penting dalam kehidupan
manusia, terutama dalam hal pemenuhan dan peningkatan gizi. Tanaman
sayuran dan buah-buahan banyak mengandung vitamin dan mineral yang
sangat dibutuhkan bagi kesehatan manusia. Sementara itu, berbagai jenis
bunga dan tanaman hias lainnya dapat digunakan untuk mempercantik
lingkungan tempat tinggal. Dengan demikian, tanaman ini mempunyai nilai
ekonomis yang cukup besar.

Tanaman hortikultura yang banyak diusahakan oleh masyarakat di
Kabupaten Malaka yaitu tanaman sayuran dan buah-buahan sedangkan
tanaman hias dan biofarmaka masih relatif sedikit. Oleh karena itu, masih
dibutuhkannya upaya peningkatan produksi tanaman ini guna memenuhi
permintaan masyarakat. Peningkatan produksi akan berdampak pada
peningkatan pendapatan bagi petani tanaman hortikultura.

4) Sayur-Sayuran

Jenis sayuran yang banyak diusahakan oleh masyarakat Malaka pada
tahun 2022 adalah Cabai Rawit, Kangkung, dan Petsai/Sawi. Produksi Cabai
Rawit mencapai 11.604,85 ton sedangkan produksi Kangkung dan
Petsai/Sawi masing-masing adalah 365,22 ton dan 330,75 ton. Jenis
sayuran lain yang juga banyak diusahakan di Kabupaten Malaka yaitu
Terong, Tomat, Cabai Keriting, Bayam, Kacang Panjang, Cabe Besar, Bawang
Merah, Labu Siam, Mentimun, Kubis dan Buncis. Apabila berbagai jenis
sayuran tersebut dapat dibudidayakan dengan lebih baik akan dapat
meningkatkan produksi yang pada akhirnya dapat dijadikan sebagai salah
satu sumber pendapatan daerah yang potensial.

Tabel 2.5 Produksi Jenis Sayuran di Kabupaten Malaka Tahun 2022

(Ton)
Jenis Sayuran ]
(Ton)

Cabai Rawit 11.604,85
Kangkung 365,22
Petsai/Sawi 330,75
Terung 192,9
Tomat 136,75
Cabai Keriting 96,3
Bayam 95,48
Kacang Panjang 90,7
Cabai 51,5
Besar/TW /Teropong

Bawang Merah 41
Labu Siam 37
Mentimun 24
Kubis 12,6
Buncis 7
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Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
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Gambar 2.7 Produksi Jenis Sayuran di Kabupaten Malaka Tahun 2022
(Ton)
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

5) Buah-Buahan
Sama halnya dengan sayur-sayuran, beberapa jenis komoditas buah-
buahan di Kabupaten Malaka memiliki potensi yang cukup besar sebagai
sumber daya unggulan daerah. Hal ini terlihat dari nilai produksinya
yang relatif tinggi setiap tahunnya. Beberapa komoditas utama yang
berpotensi dikembangkan lebih lanjut antara lain pisang, pepaya,
mangga, nangka, dan alpukat.

Pada tahun 2022, jenis buah-buahan yang paling banyak diproduksi di
Kabupaten Malaka adalah pisang, dengan volume mencapai 56.623,50
ton, diikuti oleh pepaya sebanyak 2.118,56 ton, dan mangga sebanyak
1.365,30 ton. Sementara itu, produksi buah nangka dan alpukat juga
tergolong cukup tinggi, masing-masing sebesar 819,27 ton dan 401,15
ton. Adapun produksi jenis buah lainnya seperti jambu biji, jambu air,
sukun, dan jeruk masih relatif rendah.

Perlu dicatat bahwa data produksi buah-buahan terbaru tahun 2024
belum tersedia secara resmi, sehingga data yang digunakan dalam
analisis ini mengacu pada data tahun 2022 sebagai data terakhir yang
tersedia dari sumber statistik yang dapat dipercaya.

Tabel 2.6 Produksi Jenis Buah-Buahan di Kabupaten Malaka (Ton)

Jenis Buah-Buahan Produksi (Ton)
Pisang 56.623,50
Pepaya 2.118,56
Mangga 1.365,30
Nangka 819,27
Alpukat 401,15
Jambu Biji 264,64
Jambu Air 141,82
Sukun 136,20
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Jenis Buah-Buahan Produksi (Ton)
Jeruk Siam /keprok 123,30
Nanas 115,30
Buah Naga 107,00
Sirsak 98,63
Jeruk Pamelo 32,80
Belimbing 32,60
Sawo 21,00
Jeruk Lemon 11,30
Salak 4,27
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
Salak | 4,27
11,30
Sawo 21,00
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Gambar 2.8 Produksi Jenis Buah-Buahan di Kabupaten Malaka Tahun

2022 (Ton)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

1) Peternakan

Hewan ternak dibagi dalam tiga kelompok yaitu ternak besar, ternak
kecil, dan unggas. Jenis ternak yang diusahakan masyarakat di Kabupaten
Malaka yaitu sapi, kerbau, kuda, kambing, dan babi. Selain ternak tersebut,
masyarakat juga memelihara unggas berupa ayam, baik ayam kampung

maupun ayam pedaging dan itik.

Tabel 2.7 Populasi Ternak di Kabupaten Malaka Tahun 2020-2024

(Ekor)
Jenis Ternak (Ekor)
No. | Tahun
Sapi Potong Kerbau | Kuda | Kambing Babi
1 2020 81.062 419 80 32.011 62.546
2 2021 83.513 498 120 38.006 65.759
3 2022 71.989 693 127 39.187 72.992
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Jenis Ternak (Ekor)
No. | Tahun
Sapi Potong Kerbau | Kuda | Kambing Babi
4 2023 49.413 108 88 5.290 46.288
S 2024 50.377 110 90 5.387 47.802

Sumber: Malaka Dalam Angka 2020-2024
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Gambar 2.9 Populasi Ternak dan Unggas di Kabupaten Malaka Tahun
2024 (Ekor)

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Populasi dan penyebaran ternak erat hubungannya dengan besaran
rumah tangga tani dan penyebaran penduduk. Selain itu, berhubungan pula
dengan iklim dan daya adaptasi dari jenis ternak yang bersangkutan. Daerah
daerah yang memiliki iklim dan tanah yang kurang atau tidak baik untuk
usaha padi dan palawija biasanya baik untuk usaha peternakan. Di daerah
tersebut angka perbandingan jumlah ternak dan jumlah penduduk pada
umumnya relatif lebih tinggi dibanding daerah yang potensial pertanian padi
dan palawija. Dengan demikan, keadaan iklim akan berpengaruh terhadap
pertumbuhan dan produksi ternak

Tabel 2.8 Persentase Penyebaran Ternak dan Unggas Menurut
Kecamatan di Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Persen)

Kecamatan Kuda Sapi Kerbau | Kambing | Babi | Ayam | Itik

Wewiku 0 9,29 0,72 1,4 5,33 2,18 0,33
Malaka Barat 0 6,47 2,6 0,84 | 14,14 | 10,98 | 10,88
Weliman 5,28 4,83 0 19,74 | 10,68 | 22,98 | 15,85
Rinhat 491 | 10,25 0,43 11,79 7,92 3,86 0,88
Lo Kufeu 5,66 5,31 0 6,63 4,55 0,45 2,12
Sasitamean 491 12,8 1,01 1,21 5,62 4,43 4,15
Malaka Tengah 21,13 | 14,59 31,17 1,32 | 22,36 | 15,01 | 32,31
Botin Leobele 4,15 6,38 0 22,19 2,82 2,47 2,67
Laen Manen 15,85 | 13,42 17,32 25,63 9,14 | 4,72 | 12,76
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Kecamatan Kuda Sapi Kerbau | Kambing | Babi | Ayam | Itik
Malaka Timur 5,28 6,53 21,79 2,01| 6,44 | 6,42 1,61
Kabolima 15,47 7,79 8,95 3,86| 5,43 | 4,68| 8,28
Kobalima Timur 17,36 2,35 16,02 3,38 | 5,57| 21,83 | 8,15
Jumlah 100 100 100 100 100 100 100

Sumber: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Malaka 2023
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Gambar 2.10 Penyebaran Ternak dan Unggas (I) Menurut Kecamatan di
Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Persen)
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
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Gambar 2.11 Penyebaran Ternak dan Unggas (II) Menurut Kecamatan di
Kabupaten Malaka Tahun 2022 (Persen)
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Setiap jenis ternak menghendaki keadaan dan tempat tertentu yang
sesuai agar dapat berkembangbiak dan berproduksi secara optimal. Misalnya
kerbau dan itik yang menghendaki daerah yang banyak curah hujannya.
Sebaliknya kuda dan kambing menghendaki keadaan yang lebih sedikit




42

curah hujannya. Jenis ternak yang mampu beradaptasi dengan berbagai
keadaan akan memiliki penyebaran yang lebih luas, misalnya babi. Selain
mampu beradaptasi pada berbagai keadaan, pemeliharaan ternak ini
termasuk mudah sehingga populasinya terus meningkat setiap tahunnya.

Pada tahun 2022 penyebaran populasi sapi terbesar berada di
Kecamatan Malaka Tengah yaitu 14,59 persen dengan jumlah ternak
sebanyak 10.374 ekor. Kemudian diikuti Kecamatan Laen Manen yaitu 13,42
persen dengan jumlah ternak sebanyak 9.539 ekor dan Kecamatan
Sasitamean yaitu 12,80 persen dengan jumlah ternak sebanyak 9.100 ekor.
Sementara penyebaran populasi terkecil berada di Kecamatan Kobalima
Timur yaitu 2,35 persen dengan jumlah ternak sebanyak 1.673 ekor.

Penyebaran populasi kerbau hampir tidak merata di seluruh
kecamatan yang ada di Kabupaten Malaka. Hal ini karena tidak terdapat
ternak kerbau pada tiga kecamatan yaitu Kecamatan weliman, lo Kufeu, dan
Botin Leobele. Sementara itu, populasi kerbau terbesar berada di Kecamatan
Malaka Tengah yaitu 31,17 persen dengan jumlah ternak sebanyak 216 ekor.
Selanjutnya diikuti Kecamatan Malaka Timur yaitu 21,79 persen dengan
jumlah ternak sebanyak 151 ekor.

Kuda merupakan jenis ternak yang banyak dipergunakan oleh
masyarakat sebagai sarana angkutan terutama bagi masyarakat pedesaan.
Selain itu, kuda juga dipelihara untuk hobi dan olahraga pacuan kuda. Sama
halnya penyebaran kerbau, terdapat pula kecamatan tanpa ternak kuda di
Kabupaten Malaka yaitu Wewiku dan Malaka Barat. Sementara itu,
penyebaran populasi kuda terbesar berada di Kecamatan Malaka Tengah
yaitu 21,13 persen dengan jumlah ternak sebanyak 56 ekor. Selanjutnya
Kecamatan Kobalima Timur yaitu 17,36 persen dengan jumlah ternak
sebanyak 46 ekor.

Pola penyebaran ternak kambing hampir sama dengan ternak lainnya
dengan Kecamatan Laen Manen memiliki persentase ternak terbesar yaitu
25,63 persen, diikuti Kecamatan Botin Leobele yaitu 22,19 persen dan
Kecamatan Weliman yaitu 19,74 persen. Jumlah populasi kambing pada tiga
kecamatan tersebut masing-masing adalah 11.875 ekor, 10.282 ekor, dan
9.149 ekor.

Ternak babi sangat potensial dikembangkan di Kabupaten Malaka
karena daya adaptasinya yang baik. Selain itu, masa pertumbuhannya yang
cepat. Ternak ini tersebar di seluruh kecamatan yang ada di Kabupaten
Malaka. Persentase penyebaran terbesar berada di Kecamatan Malaka
Tengah yaitu 22,36 persen dengan jumlah ternak sebanyak 16.153 ekor.
Kemudian Kecamatan Malaka Barat yaitu 14,14 persen dengan jumlah
ternak sebanyak 10.214 ekor

Penyebaran populasi ayam hampir merata di seluruh kecamatan yang
ada di Kabupaten Malaka. Hal ini dikarenakan ternak ayam sudah



43

berlangsung lama sampai pelosok kampung dan telah lama dikenal
masyarakat. Oleh karena itu, ternak ini banyak diusahakan masyarakat desa
baik sebagai usaha rumah tangga maupun usaha sambilan. Populasi ayam
terbanyak di Kecamatan Weliman yaitu 22,98 persen dengan jumlah ternak
sebanyak 102.490 ekor. Diikuti Kecamatan Kobalima Timur dan Malaka
Tengah masing-masing sebesar 21,83 persen dan 15,01 persen dengan
jumlah ternak masing-masing sebanyak 97.392 ekor dan 66.943. Sementara
itu, populasi terendah berada di Kecamatan Io Kufeu yaitu 1.995 ekor atau
0,45 persen.

Sama Seperti penyebaran ternak ayam yang hampir merata di seluruh
kecamatan, ternak itik terdapat di semua kecamatan yang ada di Kabupaten
https://malakakab.bps.go.id Statistik Pertanian Kabupaten Malaka Tahun
2023 24 Malaka. Persentase penyebaran itik terbesar berada di Kecamatan
Malaka Tengah yaitu 32,31 persen, diikuti Kecamatan Weliman yaitu 15,85
persen, dan Kecamatan Laen Manen yaitu 12,76 persen, dengan jumlah total
ternak masing-masing sebesar 1.066 ekor, 523 ekor, dan 421 ekor.

2) Perikanan

Secara keseluruhan produksi ikan di Kabupaten Malaka pada tahun
2022 mengalami peningkatan sebesar 2,88 persen dari tahun sebelumnya.
Jika dilihat menurut sub sektor, hal tersebut juga sejalan dengan
peningkatan yang terjadi Dalam upaya peningkatan produksi ikan
diperlukan sarana penunjang berupa alat penangkapan ikan yang memadai.
Alat tersebut dibutuhkan untuk menjamin kelancaran proses penangkapan
ikan. Apabila proses penangkapan berjalan lancar maka akan diperoleh hasil
produksi yang optimal. Pada tahun 2022, jaring insang menjadi alat yang
paling banyak digunakan untuk menangkap ikan di Kabupaten Malaka.
Hingga saat ini data statistik resmi untuk tahun 2024 belum sepenuhnya
dirilis oleh instansi terkait, terutama Badan Pusat Statistik (BPS) maupun
perangkat daerah teknis lainnya. Oleh karena itu, hasil analisis situasi,
perumusan isu strategis, hingga penetapan indikator kinerja dan target
pembangunan tahun awal (baseline) menggunakan data tahun 2023 sebagai
acuan, dengan penyesuaian terhadap proyeksi dan asumsi yang relevan.

Tabel 2.9 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenisnya di
Kabupaten Malaka Tahun 2022 (ton)

Produksi
Jenis Ikan (Ton)
Ikan Pelagis Kecil 227,65
Ikan Pelagis Besar 127
Ikan Demersal 61,3
Molusca 16,1
Crustacea 65,7
Jumlah 542,75

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
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Gambar 2.12 Produksi Perikanan Laut Menurut Jenisnya di Kabupaten
Malaka Tahun 2022 (ton)
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Tabel 2.10 Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten
Malaka Periode 2021-2022 (ton)

Sub Sektor 2021 2022
Perikanan Laut 630,1 650,15
Perikanan Darat 342,52 350,53
Perairan Umum 3,52 3,82
Tambak 298,1 300,15
Kolam 40,9 45,9
Sawah 0 0

Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah
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Gambar 2.13 Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten
Malaka Periode 2021-2022 (ton)
Sumber: Statistik Pertanian Tahun 2023, diolah

Produksi Perikanan Menurut Sub Sektor di Kabupaten Malaka
terbanyak adalah perikanan laut yang kemudian disusul oleh perikanan
darat serta tambak.
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3) Pariwisata

Kabupaten Malaka yang secara geografis memiliki keunggulan di
bidang pariwisata alam. Kabupaten Malaka memiliki pemandangan yang
indah, dengan panorama pantai yang masih terjaga keasriannya. Malaka
demikian elok dan memiliki banyak potensi wisata seperti :

Wisata alam seperti Bukit Masin Lulik yang merupakan fenomena alam
yakni semburan lumpur yang membentuk gunung lumpur dan telah menjadi
2 bukit. Lumpur yang disemburkan dari kawah Masin Lulik mengandung
campuran minyak. Kepercayaan orang, tempat ini merupakan tujuan
perjalan bagi jiwa-jiwa orang yang telah meninggal. Lokasi Bukit Masin Lulik
di Kecamatan Kobalima.

Wisata Bahari seperti:

a) Pantai Wemasa yang letaknya berdekatan dengan lokasi Benteng Jepang
dan Bukit Masin Lulik;

b) Pantai Motadikin, pengunjung dapat melihat deretan pegunungan di
Australia Selatan. Pantai Motadikin berada di Desa Fahiluka Kecamatan
Malaka Tengah dan Pantai Taberek.

c) Pantai Abudenok di Desa Besikama Kecamatan Malaka Barat dan

d) Pantai Taberek yang pada waktu tertentu memiliki ombak yang cukup
besar sehingga dapat dimanfaatkan untuk bermain ski/selancar (surfing)
yang berada di Desa Alkani Kecamatan Wewiku

Wisata Budaya; seperti tempat upacara, makam, benteng, gua alam,
tari tradisional dan lain-lain.

Tabel 2.11 Objek Wisata di Kabupaten Malaka

Objek Wisata Keterangan
Perkampungan Adat Tuaninu | Objek wisata minat khusus di Kecamatan
Taisuni Malaka Timur Desa Kusa

Objek wisata minat khusus di Kecamatan
Malaka Timur Desa Sanleo

Perkampungan Adat Objek Wisata Minat Khusus di Kecamatan
Wekumu Malaka Timur Desa Babulu

Objek wisata alam di Kecamatan
Sasitamean Desa Babotin

Objek wisata alam di Kecamatan Kobalima
Desa Litamali

Objek wisata alam di Kecamatan Kobalima
Desa Litamali

Objek wisata alan di Kecamatan Kobalima
Timur Desa Alas Selatan

Objek wisata alan di Kecamatan Kobalima
Timur Desa Alas Selatan

Objek wisata alam di Kecamatan Malaka
Tengah Desa Fahiluka

Rumah Adat Loro Dirma

Danau Mantasi

Pantai Masin Lulik

Teluk Hasan Maubesi

Kolam Weluli

Kolam Saluhu

Pantai Motadikin
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Objek Wisata

Keterangan

Bendungan Benenain

Objek wisata alam di Kecamatan Malaka
Tengah Desa Kakaniuk

Perkampungan Adat
Kamanasa

Objek wisata minat khusus di Kecamatan
Malaka Tengah Desa Kamanasa

Gua Maria Lourdes Betun

Objek wisata minat khusus di Kecamatan
Malaka Tengah Desa Wehali

Mata Air Wematan Maromak
Oan Laran

Objek wisata alam di Kecamatan Malaka
Tengah Desa Wehali

Mata Air Weliman

Objek wisata alam di Kecamatan Weliman
Desa Laleten

Gua Maria Lourdes Haitimuk

Objek wisata minat khusus di Kecamatan
Weliman Desa Haitimuk

Tempat Penangkaran Rusa

Objek wisata minat khusus di Kecamatan
Weliman Desa Haitimuk

Gua Kelelawar

Objek wisata alam di Kecamatan Malaka
Barat Desa Umatoos

Pantai Abudenok

Objek wisata alam di Kecamatan Malaka
Barat Desa Umatoos

Pantai Beirasi

Objek wisata alam di Kecamatan Malaka
Barat Desa Rabasa

Pantai Taberek

Objek wisata alam di Kecamatan Wewiku
Desa Alkani

Danau Nanebot

Objek wisata alam di Kecamatan Rinhat
Desa Aidois

Sumber: Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malaka
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Gambar 2.14 Potensi Pengembangan Pariwisata di Kabupaten Malaka
Sumber: Dokumen Revisi RTRW Kabupaten Malaka
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d. Kualitas Lingkungan Hidup
1) Kawasan Hutan

Klasifikasi kawasan hutan di Kabupaten Malaka mengacu pada SK
MenLHK No. SK 6615/Menlhk PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 tentang Kawasan
Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hutan Lindung (HL) adalah kawasan
hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem
penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir,
mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan
tanah.

Cagar Alam (CA) adalah kawasan suaka alam yang karena keadaan
alamnya memiliki kekhasan satwa, tumbuhan dan ekosistem atau berupa
ekosistem tertentu yang perlu dilindungi dan perkembangannya berlangsung
secara alami.

Hutan produksi adalah kawasan hutan yang hasilnya bisa dipakai atau
diambil, baik dalam bentuk kayu maupun non-kayu. Pemanfaatan hutan
produksi contohnya sebagai lahan untuk membangun kawasan tertentu atau
sebagai sumber hasil hutan yang bisa diperdagangkan.

Hutan Produksi Tetap (HP) adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor
kelas lereng, jenis tanah dan intensitas hujan setelah masing-masing
dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai dibawah 125,
di luar kawasan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam dan
taman buru.

Suaka Margasatwa adalah kawasan hutan suaka alam yang
mempunyai ciri khas berupa keanekaragaman dan memiliki keunikan jenis
satwa yang membutuhkan perlindungan/ pembinaan bagi kelangsungan
hidupnya terhadap habitatnya

Tabel 2.12 Klasifikasi dan Luasan Kawasan Hutan di Kabupaten

Malaka
Area Cagar Hutan Hutan Hutan Suaka
Kecamatan Penggunaan 3 Produksi | Produksi Jumlah
3 Alam Lindung Margasatwa

Lain Tetap Terbatas
Botin Leobele 225,10 80,20 123,96 1179,79 1609,06
Io Kufeu 715,88 715,88
Kobalima 5,45 | 1502,77 1618,00 100,01 3226,23
Kobalima Timur 897,33 622,85 1520,18
Laenmanen 8,87 971,21 980,08
Malaka Barat
Malaka Tengah 296,25 | 2156,18 2699,22 5151,65
Malaka Timur 16,24 1,74 720,32 6,10 744,41
Rinhat 5,82 2548,93 2554,75
Sasitamean 27,44 1158,03 0,01 1185,48
Weliman
Wewiku

Jumlah 1482,51 | 3740,89 2961,17 | 2548,93 2969,08 3985,14 17687,72

Sumber: SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
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Kawasan Hutan
Area Penggunaan Lain
B Cagar Alam
W Hutan Lindung
Hutan Produksi Tetap
Hutan Produksi Terbatas

B Suaka Margasatwa

Gambar 2.15 Persentase Klasifikasi Kawasan Hutan Di Kabupaten
Malaka
Sumber: SK.6615/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021
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e. Daya Dukung Lingkungan
1) Daya Dukung Air Berdasarkan System Grid

Berdasarkan daya dukung air system grid, Kabupaten Malaka

didominasi dengan wilayah belum terlampaui seluas 47614,04 ha. Adapun
wilayah dengan daya dukung air telah terlampaui seluas 63296,21 ha.
Wilayah dengan daya dukung air yang belum terlampaui menandakan bahwa
wilayah tersebut masih menyimpan cadangan ketersediaan air yang lebih
besar dibandingkan permintaan penduduk. Wilayah yang belum terlampaui
daya dukung air dengan system grid, terbesar terdapat di Kec. Kobalima,
Kobalima Timur, Malaka Tengah, dan Malaka Timur.

Tabel 2.13 Daya Dukung Air Berdasarkan Sistem Grid Kabupaten

Malaka
No. Daya Dukung Air Grid (Ha) Total
Kecamatan Belum . ota
: Terlampaui Keseluruhan
Terlampaui
1. Botin Leobele 2.394,63 2.055,76 4.450,39
2. Io Kufeu 532,52 5.230,25 5.762,78
3. Kobalima 10.135,06 6.507,84 16.642,90
4. Kobalima

Timur 7.817,58 3.367,90 11.185,48
S. Laenmanen 6.312,95 3.404,93 9.717,88
6. Malaka Barat 1.061,13 5.573,61 6.634,74
7. Malaka Tengah 6.127,64 10.585,93 16.713,58
8. Malaka Timur S5.741,79 1.534,13 7.275,92
9. Rinhat 3.313,59 8.258,09 11.571,68
10. Sasitamean 3.241,50 3.662,88 6.904,38
11. Weliman 618,54 6.045,43 6.663,97
12. Wewiku 317,11 7.069,46 7.386,57
Total 47.614,04 63.296,21 110.910,25

Sumber: SK.146/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023
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m Belum Terlampaui

Terlampaui

Gambar 2.16 Persentase Perhitungan Daya Dukung Air System Grid di
Kabupaten Malaka
Sumber: SK. 146/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023
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Gambar 2.17 Kecamatan Dengan Luasan Belum Terlampaui
Daya Dukung Air (Syatem Grid)
Sumber: SK. 146/ MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2023

2) Jasa Lingkungan Hidup
Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan

Jasa Lingkungan untuk penyediaan bahan pangan, yaitu segala
sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan),
baik yang diolah maupun yang tidak diolah.

Tabel 2.14 Jasa Lingkungan Penyedia Pangan

Sangat . . Sangat Total

Kecamatan Rengah Rendah | Sedang | Tinggi Tingg i |Keseluruhan
Botin Leobele 4.433,02 11,11 6,26 4.450,39
lo Kufeu 5.079,37| 495,87 153,74 33,79 5.762,77
Kobalima 9.745,97| 1.080,07| 1.023,88 2.759,44| 2061,03 16.670,39
Kobalima Timur 9.685,47 467,71 228,03 169,77 620,01 11.170,98
Laenmanen 8.377,37 554,86 421,05 364,60 9.717,88
Malaka Barat 66,00 1.220,87| 5.159,46 6.446,33
Malaka Tengah 6.374,38| 1.424,13| 1.655,35| 1.716,07 5547,67| 16.717,60
Malaka Timur 6.383,45 892,46 7.275,92
Rinhat 9.181,73 80,71 286,02| 1.724,32 298,89 11.571,68
Sasitamean 6.389,28 363,44 5,78 145,87 6.904,38
Weliman 542,02| 1.683,55 100,30 29,91 4.308,19 6.663,97
Wewiku 10,76 162,47 1.170,58] 325,23| 5.753,67 7.422,71
Total 66.202,83] 6.312,82| 4.689,68 9.270,22| 24.299,46| 110.775,00

Sumber: PSE Bali Nusra, 2024
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Gambar 2.18 Kategori Persentase JLH Penyedia Pangan; Kecamatan
dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Penyedia Pangan
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan sangat tinggi tersebar di
seluruh kecamatan, yakni 22% dari total luas keseluruhan, kecuali pada
Kecamatan Malaka Timur. Sedangkan Jasa Lingkungan Hidup Penyedia
Pangan sangat rendah tersebar di seluruh Kecamatan yakni 60% dari total
luas keseluruhan kecuali Kecamatan Malaka Barat.

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Pangan pada kategori sangat tinggi
dan tinggi memiliki persentase 30%, dengan luasan tertinggi terdapat di Kec.
Malaka Barat, Malaka Tengah, dan Wewiku.
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Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Air Bersih

Jasa Lingkungan untuk memberikan manfaat bagi penyediaan air
bersih, berkaitan dengan ketersediaan air bersih yang berasal dari air
permukaan (sungai, rawa-rawa, telaga, danau, dan waduk atau bendungan),
dan air tanah (termasuk mata air),
dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun

bahkan air hujan yang dapat

jasa.

Tabel 2.15 Jasa Lingkungan Penyedia Air Bersih (Ha)
Kecamatan g::cgl:; Rendah | Sedang | Tinggi ST::gZ lt Keszlout :I:han
Botin 387,41| 1.739,20| 2.306,41 17,37 4.450,39
Leobele
Io Kufeu 68,78 170,05 5.523,94 5.762,77
Kobalima 551,13|10.733,02| 565,77 4648,74 171,73 16.670,39
Kobalima 710,33| 8.683,28| 925,24| 778,42 73,71 11.170,98
Timur
Laenmanen 47,59 5.557,51| 3327,12 55,35/ 730,30 9.717,88
Malaka 66,00 6.235,75| 144,58 6.446,33
Barat
Malaka 249,08| 2788,94| 7277,82| 6278,21] 123,54 16.717,60
Tengah
Malaka 37,76] 5456,58 889,11 876,97 15,50 7.275,92
Timur
Rinhat 2,83| 9.623,24 1945,61 11.571,68
Sasitamean 34,90| 1.348,54| 55.20,94 6.904,38
Weliman 1925,63] 559,64 4013,31] 165,39 6.663,97
Wewiku 507,60 323,64| 5.988,68 602,79 7.422,71
Total 2.086,99|38.913,20(36.908,87|28.892,79|3.973,16] 110.775,00

Sumber: PSE Bali Nusra, 2024
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Gambar 2.19 Kategori Persentase JLH Air Bersih; Kecamatan dengan
Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Air Bersih
Sumber: PSE Bali Nusra, 2024
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Jasa Lingkungan Hidup Penyedia air bersih sangat tinggi tersebar di
9 kecamatan, yakni 4% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa
Lingkungan Hidup Penyedia air bersih sangat rendah tersebar di 8
Kecamatan yakni 2%. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia air bersih pada
kategori sangat tinggi dan tinggi memiliki persentase 28%, dengan luasan
tertinggi terdapat di Kec. Malaka Barat, Malaka Tengah, dan Wewiku.



56

Peta 2.5 JLH Penyedia Air Bersih




57

Jasa lingkungan Hidup Penyedia Serat

Ekosistem menyediakan serat alami

yang meliputi

diproduksi oleh tumbuh-tumbuhan, hewan, dan proses geologis.

Tabel 2.16 Jasa Lingkungan Penyedia Serat

serat yang

Kecamatan g::g:; Rendah | Sedang | Tinggi S,;::g_; :: KesZIOut rﬂhan
Botin Leobele 690,25 3.742,77| 6,26063 11,11 4.450,39
lo Kufeu 256,32] 5.506,46 5.762,77
Kobalima 1.022,90| 2.017,86] 9.381,87| 3.073,09] 1174,66 16.670,39
Kobalima
Timur 467,71 1.409,26| 8.740,53] 383,719 169,77 11.170,98
Laenmanen 5.527,18 3.405,05] 54,8762 730,78 9.717,88
Malaka Barat 4567,9 1651,3 227,13 6.446,33
Malaka Tengah 2.074,02| 3.871,32| 7.367,29| 3.203,54 201,43 16.717,60
Malaka Timur 670,93 5.712,52| 613,369 279,09 7.275,92
Rinhat 337,93] 9.288,13 1945,61 11.571,68
Sasitamean 130,56 828,16 5.945,66 6.904,38
Weliman 214,49 1.715,61] 4.598,39| 135,485 6.663,97
Wewiku 445,83| 5.674,89] 1293,5 8,49 7.422,71
Total 3.909,6817.770,66/ 73.931,5 10.415,1| 4.748,06) 110.775,00

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024
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Gambar 2.20 Kategori Persentase JLH Penyedia Serat; Kecamatan
dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Penyedia Serat
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia serat sangat tinggi tersebar di 9

kecamatan,

yakni 4%

dari

total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa

Lingkungan Hidup Penyedia serat sangat rendah tersebar di 5 Kecamatan
yakni 4%. Jasa Lingkungan Hidup Penyedia serat pada kategori sangat tinggi
dan tinggi memiliki persentase 13%,dengan luasan tertinggi terdapat di Kec.
Kobalima, Malaka Tengah, dan Rinhat.
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Jasa lingkungan Hidup Pengaturan Tata Air dan Banjir

Tata air dan banjir atau Siklus hidrologi (hydrology cycle) adalah
pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi),
pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran

(flow).

Tabel 2.17 Jasa Lingkungan Pengaturan Tata Air dan Banjir
Kecamatan ;::g:; Rendah Sedang Tinggi ﬁf:::g; :’ Keleout :::han
Botin 2.126,62 11,11 309,10, 2.003,57 4.450,39
Leobele
[o Kufeu 75,98 162,86 4.599,74 924,20 5.762,77
Kobalima 6.281,76| 3.471,62| 5.745,28 1.169,55 2,18 16.670,39
Kobalima 1.178,04 457,04 8.966,85 177,05 392,00 11.170,98
Timur
Laenmanen 5.659,98 919,94 3.137,96 9.717,88
Malaka 66,00, 5.726,33 509,41 139,99 4,60 6.446,33
Barat
Malaka 2.116,94 6.171,57| 3.386,00, 4.655,14 387,96 16.717,60
Tengah
Malaka 5.452,13 263,60 655,58 904,60 7.275,92
Timur
Rinhat 2,83 10.270,51] 1.298,34 11.571,68
Sasitamean 907,41 310,58 34,90, 5.630,40 21,10 6.904,38
Weliman 59,57 5.724,45 875,48 4,47 6.663,97
Wewiku 292,91 6.139,16 528,96 442,43 19,25 7.422,71

Total 24.217,33] 29.198,22| 20.298,94| 34.006,42| 3.054,10 110.775,00
Sumber: PSE Bali Nusra, 2024
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Gambar 2.21 Kategori Persentase JLH Pengaturan Tata Air dan Banjir;
Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH
Pengaturan Tata Air dan Banjir

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pengaturan tata air dan banjir sangat tinggi tersebar
di 9 kecamatan, yakni 3% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa
Lingkungan pengaturan tata air dan banjir sangat rendah tersebar di
seluruh Kecamatan yakni 22% dari total kategori kecuali Kecamatan Rinhat.
Jasa Lingkungan pengaturan tata air dan banjir pada kategori sangat tinggi
dan tinggi memiliki persentase 34%,dengan luasan tertinggi terdapat di Kec.
Rinhat, Sasitamean, dan Lo Kufeu.
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Jasa lingkungan Hidup Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Berdasarkan hasil Analisa tersebut dapat diketahui bahwa pada
Malaka terdapat 5 Kklasifikasi untuk pengadaan budaya rekreasi dan

ekowisata.

Tabel 2.18 Jasa Lingkungan Fungsi Rekreasi dan Ekowisata

Kecamatan g::g:ltl Rendah| Sedang | Tinggi ,Slf::glt Kes:lout :;:han
Botin Leobele 3.708,59 309,10, 432,70 4.450,39
lo Kufeu 2.211,54| 18,00 68,78 3.276,92 187,53 5.762,77
Kobalima 11.488,11 0,20 5.065,05 117,02 16.670,39
Kobalima
Timur 9.476,31 1.632,33 62,35 11.170,98
Laenmanen 7.264,99| 54,88/ 777,90 1.620,12 9.717,88
Malaka Barat 222,53 6.055,88 167,91 6.446,33
Malaka Tengah 2.529,30| 137,65| 9.906,21| 2.906,36 1.238,08 16.717,60
Malaka Timur 6.343,15| 613,37 53,25 266,14 7.275,92
Rinhat 7.903,29| 77,89 1.724,32| 1.502,56 363,62 11.571,68
Sasitamean 5.123,49| 17,97 34,90/ 1.576,37 151,65 6.904,38
Weliman 2.072,95] 13,15 4.072,88 345,60 159,40 6.663,97
Wewiku 518,36 19,97 5.988,68 895,70 7.422,71
Total 58.862,60| 953,07/35.689,29(13.169,77 2.100,28 110.775,00

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024
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Gambar 2.22 Kategori Persentase JLH Fungsi Rekreasi dan Ekowisata;
Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Fungsi
Rekreasi dan Ekowisata
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan fungsi rekreasi dan ekowisata sangat tinggi tersebar
di 8 kecamatan, yakni 2% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa
Lingkungan fungsi rekreasi dan ekowisata sangat rendah tersebar di seluruh
Kecamatan yakni 53% dari total. Jasa Lingkungan fungsi rekreasi dan
ekowisata pada kategori sangat tinggi dan tinggi memiliki persentase
14%,dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Lo Kufeu, dan

Rinhat.
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Jasa Lingkungan Hidup Pencegahan dan Perlindungan Terhadap

Bencana
Karakteristik fisik alam, seperti bentang alam dan ketinggian memiliki
hubungan yang erat dengan potensi terjadinya bencana di suatu wilayah.

Tabel 2.19 Jasa Lingkungan Pencegah dan Perlindungan Bencana

Sangat . . Sangat Total
Kecamatan Rengah Rendah | Sedang | Tinggi Tinggi Keseluruhan

Botin Leobele 3.911,34 95,24 443,81 4.450,39
lo Kufeu 2.211,54 18,00 3.499,45 33,79 5.762,77
Kobalima 12.204,76| 1.456,42| 114,85 1.172,49] 1.721,87 16.670,39
Kobalima 10.617,50 383,72 169,77 11.170,98
Timur
Laenmanen 7.264,51| 364,60 54,88 2.033,89 9.717,88
Malaka Barat 4.558,43] 509,41 118,97 266,88 992,63 6.446,33
Malaka 10.063,18/2.041,43| 798,00 1.863,01] 1.951,99 16.717,60
Tengah
Malaka 6.079,55 613,37 582,99 7.275,92
Timur
Rinhat 7.903,29 77,89 3.263,10 327,40 11.571,68
Sasitamean 5.123,49| 148,53 1.617,05 15,31 6.904,38
Weliman 6.145,83| 268,37 29,91 215,39 4,47 6.663,97
Wewiku 6.189,80] 540,81] 29291 73,61 325,59 7.422,71

Total 82.273,22/5.904,41| 2.022,88| 15.201,44] 5.373,06 110.775,00

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

4000,00 *
3500,00 ~
3000,00 -~
2500,00
2000,00 ~
1500,00
1000,00
500,00
0,00

3533,24

1632,37
—

S
N

N

S &
&

! J 219,87399.20
—

Gambar 2.23 Kategori Persentase JLH Pencegahan dan Perlindungan
Bencana; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada
JLH Pencegahan dan Perlindungan Bencana

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pencegah dan perlindungan bencana sangat tinggi
tersebar di 8 kecamatan, yakni 5% dari total luas keseluruhan. Sedangkan
Jasa Lingkungan pencegah dan perlindungan bencana sangat rendah
tersebar di seluruh Kecamatan yakni 74% dari total. Jasa Lingkungan
pencegah dan perlindungan bencana pada kategori sangat tinggi dan tinggi
memiliki persentase 19%,dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka
Tengah, Rinhat, dan Lo Kufeu.
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Jasa lingkungan Hidup Pengaturan Iklim

Secara alamiah ekosistem mampu memberikan Jasa Lingkungan
berupa jasa pengaturan iklim mikro, yang meliputi pengaturan suhu,
kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca, dan
penyerapan karbon.

Tabel 2.20 Jasa Lingkungan Pengaturan Iklim

Kecamatan ;:::g:; Rendah Sedang Tinggi 'Sr?::gzlt Kes:‘lot: ::han
Botin Leobele 2.132,88 224,97 1.983,45 109,10 4.450,39
lo Kufeu 75,98 180,86 4.552,67| 765,74 187,53 5.762,77
Kobalima 8.150,20| 6.466,31| 1.870,50 183,38 16.670,39
Kobalima 1.798,06| 8.907,22 73,71 392,00 11.170,98
Timur
Laenmanen 5.605,11 974,81 3.137,96 9.717,88
Malaka Barat| 5.120,82 309,54 1.015,96 6.446,33
Malaka 6.628,96 2.723,34] 6.758,92| 233,19 373,20 16.717,60
Tengah
Malaka Timur| 4.838,76 1.532,55 904,60 7.275,92

Rinhat 2,83 106,40, 10.385,40[ 741,94 335,11 11.571,68
Sasitamean 1.217,98 52,86 5.540,19 72,24/ 21,10 6.904,38
Weliman 5.813,92 148,63 696,94 4,47 6.663,97
Wewiku 5.830,32 442,43 1.139,20 10,76 7.422,71
Total 47.215,80, 22.069,92| 38.059,52| 2.508,36] 921,40 110.775,00

Sumber: P3E Bali Nusra, 2024
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Gambar 2.24 Kategori Persentase JLH Pengaturan Iklim; Kecamatan
dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Pengaturan Iklim
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pengaturan iklim sangat tinggi tersebar di 5
kecamatan, yakni 1% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa
Lingkungan pengaturan iklim sangat rendah tersebar di seluruh Kecamatan
dengan persentase 43% dari total. Jasa Lingkungan pengaturan iklim pada
kategori sangat tinggi dan tinggi memiliki persentase 3%,dengan luasan
tertinggi terdapat di Kec. Rinhat, Lo Kufeu, dan Malaka Tengah.
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Jasa Lingkungan Hidup Pengolahan Dan Pengurai Limbah

Zat organik dalam air limbah mampu dinetralisir oleh ekosistem karena
ekosistem memiliki kemampuan untuk menetralisir, mengurai serta
menyerap limbah atau sampah yang diterima.

Tabel 2.21 Jasa Lingkungan Pengolahan dan Pengurai Limbah

Sangat q q Sangat Total
Kecamatan Rendah Rendah | Sedang Tinggi Tinggi |Keseluruhan
Botin Leobele 820,12 3.612,90 17,37 4.450,39
Io Kufeu 3.491,57] 2.271,20 5.762,77
Kobalima 6.634,29| 5.100,58 2526,56 2.408,96 16.670,39
Kobalima
Timur 9.393,62 925,24 298,64 553,48 11.170,98
Laenmanen 1.667,71 7.264,51 785,65 9.717,88
Malaka Barat 5.709,79 736,54 6.446,33
Malaka
Tengah 49,35 3.576,46| 5.847,28 6.563,85 680,66 16.717,60
Malaka Timur 959,48/ 5.423,97 892,46 7.275,92
Rinhat 1.465,27| 8.160,80 1.945,61 11.571,68
Sasitamean 1.644,55 5.259,83 6.904,38
Weliman 257,40, 2.227,87 4.178,70 6.663,97
Wewiku 368,82 161,39 6.363,18 529,32 7.422,71
Total 49,35| 30.279,29| 46.255,57| 25.640,72 8.550,07| 110.775,00
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024
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Gambar 2.25 Kategori Persentase JLH Pengolahan dan Pengurai
Limbah; Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada
JLH Pengolahan dan Pengurai Limbah
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan pengelolaan dan pengurai limbah sangat tinggi
tersebar di 9 kecamatan, yakni 8% dari total luas keseluruhan. Sedangkan
Jasa pengelolaan dan pengurai limbah sangat rendah terdapat di Malaka
Tengah dengan persentase (0%). Jasa Lingkungan pengelolaan dan pengurai
limbah pada kategori sangat tinggi dan tinggi memiliki persentase
31%,dengan luasan tertinggi terdapat di Kec. Malaka Tengah, Wewiku, dan
Malaka Barat.



68

d

LAUT TiMOR

e B 40—

—  — C—  —

) - -

Peta 2.11 JLH Pengelolaan dan Pengurai Limbah




69

Jasa Lingkungan Hidup Penyedia Energi

Tabel 2.22 Jasa Lingkungan Penyedia Energi

Kecamatan g::g:; Rendah Sedang Tinggi S;::g;: Kes':lot.lt ral.:han
Botin Leobele 302,84 2.390,98 1.739,20 17,37 4.450,39
Io Kufeu 5.318,41 238,84 171,74 33,79 5.762,77
Kobalima 500,73 2.476,84| 10.632,69 3.057,94 2,18 16.670,39
Kobalima
Timur 533,24 1.102,33] 8.756,99 778,42 11.170,98
Laenmanen 2.772,26| 6.525,67 419,95 9.717,88
Malaka Barat 1.107,00 43,51 5.246,87 48,95 6.446,33
Malaka Tengah | 2.519,83] 6.479,16] 2.071,05 4.631,62| 1.015,94 16.717,60
Malaka Timur 889,11] 5.509,84 876,97 7.275,92

Rinhat 9.181,73] 1.727,15 363,91] 298,89 11.571,68
Sasitamean 5.481,88 1.252,88 23,75 145,87 6.904,38
Weliman 571,93 1.770,71] 4.026,46] 294,88 6.663,97
Wewiku 682,54 1.063,69] 5.594,38 82,10 7.422,71
Total| 3.856,64| 38.454,18| 41.332,21| 25.209,37| 1.922,59| 110.775,00
Sumber: PSE Bali Nusra, 2024
% I 600,00 52056554756 5676,48
M 5000,00 4321,34
4000,00 3060,12
3000,00
2000,00 17842 876,97662 "
1000,00 4, 57 205,53 419,95 169,62
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Gambar 2.26 Kategori Persentase JLH Penyedia Energi; Kecamatan

dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Penyedia Energi
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan penyedia energi sangat tinggi tersebar di 8
kecamatan, yakni 2% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa
lingkungan penyedia energi sangat rendah tersebar di 4 kecamatan dengan
persentase (3%). Jasa Lingkungan penyedia energi pada kategori sangat
tinggi dan tinggi memiliki persentase 25%,dengan luasan tertinggi terdapat
di Kec. Malaka Tengah, Wewiku, dan Malaka Barat.
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Jasa Lingkungan Hidup Penyediaan Sumber Daya Genetik

Jasa Lingkungan untuk memberikan manfaat bagi
sumberdaya genetik berhubungan erat dengan keanekaragaman hayati
(kehati) baik flora maupun fauna.

penyediaan

Tabel 2.23 Jasa Lingkungan Penyediaan Sumber Daya Genetik

Sangat q q Sangat Total
Kecamatan Rendah Rendah Sedang Tinggi Tinggi |Keseluruhan
Botin Leobele 1.122,95] 3.310,07 6,26 11,11 4.450,39
lo Kufeu 3.345,71] 2.417,07 5.762,77
Kobalima 1.990,74| 9.876,87| 1.926,31] 2.876,46 16.670,39
Kobalima
Timur 1.711,28, 8.607,58 620,01 232,11 11.170,98
Laenmanen 2.222,58| 6.709,65 364,60 421,05 9.717,88
Malaka Barat 95,64 5.067,85] 1.282,84 6.446,33
Malaka
Tengah 49,35 6.859,16] 2.813,27| 4.574,05| 2.421,78 16.717,60
Malaka
Timur 303,90, 6.079,55 892,46 7.275,92
Rinhat 1.312,61| 8.313,46 1.945,61 11.571,68
Sasitamean 2.052,41 4.851,97 6.904,38
Weliman 2.005,54 509,64 4.013,31 135,49 6.663,97
Wewiku 158,74 379,58/ 5.671,58 1.212,81 7.422,71
Total 49,35 23.085,62| 53.964,35 22.243,97| 11.431,72| 110.775,00
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024
@« s
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20%’ 4000,00
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Gambar 2.27 Kategori Persentase JLH Sumber Daya Genetik;
Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH Sumber
Daya Genetik
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan penyedia sumber daya genetik sangat tinggi tersebar
di 10 kecamatan, yakni 10% dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa
lingkungan penyedia sumber daya genetik sangat rendah terdapat di 1
kecamatan yakni Kecamatan Malaka tengah dengan luasan kecil. Jasa
Lingkungan penyedia sumber daya genetik pada kategori sangat tinggi dan
tinggi memiliki persentase 30%,dengan luasan tertinggi terdapat di Kec.
Malaka Tengah, Wewiku, dan Malaka Barat.
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Jasa Lingkungan Hidup Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah Dan

Pemelihara Kesuburan

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan
tanah dan pemeliharaan kesuburan yang bervariasi antar lokasi. Berikut
adalah 5 klasifikasi jasa lingkungan hidup untuk pembentukan lapisan
tanah dan pemeliharaan kesuburan di Kabupaten Malaka.

Tabel 2.24 Jasa Lingkungan Pendukung Pembentukan Lapisan Tanah
dan Pemeliharaan Kesuburan

Sangat q q Sangat Total
No. Kecamatan rendah Rendah Sedang | Tinggi Tinggi |Keseluruhan
1 Botin Leobele 387,41 2.474,74| 1.570,87 11,11 6,26 4.450,39
2 [Io Kufeu 3.567,55| 2.195,23 5.762,77
3 |Kobalima 551,13 10.126,56] 1.057,18| 2.970,42| 1.965,09 16.670,39
Kobalima 710,33 9.050,84 557,69 158,40 693,72 11.170,98
4 [Timur
5 [Laenmanen 5.527,18/ 1.698,05| 1.761,87 0,47 730,30 9.717,88
6 [Malaka Barat 1.373,88 5.072,44 6.446,33
7 |Malaka Tengah 297,61 5.783,58] 3.496,26| 2.655,71 4.484,44 16.717,60
8 |[Malaka Timur 670,93 5.089,55| 1.236,34] 263,60 15,50 7.275,92
9 [Rinhat 1.465,27| 8.160,80 1.945,61 11.571,68
10 |Sasitamean 461,59 2.090,37| 4.352,42 6.904,38
11 |Weliman 257,40, 2.227,87| 165,39 4.013,31 6.663,97
12 [Wewiku 11,85 518,36 691,75 6.200,76 7.422,71
Total 8.606,19] 41.615,75| 27.134,89| 8.290,73| 25.127,45 110.775,00
Keseluruhan
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024
8000,00
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R . .
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Gambar 2.28 Kategori Persentase JLH Pembentukan Lapisan Tanah;
Kecamatan dengan Kategori Sangat Tinggi dan Tinggi pada JLH
Pembentukan Lapisan Tanah
Sumber: P3E Bali Nusra, 2024

Jasa Lingkungan penyedia pembentukan

lapisan

tanah dan

pemeliharaan kesuburan sangat tinggi tersebar di 10 kecamatan, yakni 23%
dari total luas keseluruhan. Sedangkan Jasa lingkungan pembentukan
lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan sangat rendah terdapat di 7
kecamatan yakni 8 persen dari total luasan keseluruhan. Jasa Lingkungan
pembentukan lapisan tanah dan pemeliharaan kesuburan pada kategori
sangat tinggi dan tinggi memiliki persentase 30%, dengan luasan tertinggi
terdapat di Kec. Malaka Tengah, Malaka Barat, dan Wewiku.
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Jasa Lingkungan Hidup Pemelihara Kualitas Udara

Kawasan yang memiliki vegetasi dan berada pada topografi tinggi,
memiliki kemampuan pemeliharaan kualitas udara yang lebih baik jika
dibandingkan dengan kawasan tanpa vegetasi.

Tabel 2.25 Jasa Lingkungan Pemeliharaan Kualitas Udara

Kecamatan f::f:l: Rendah | Sedang | Tinggi ?;::g; : Keszlout :Jhan
Botin Leobele 1.739,20 404,78 1.873,70 432,70 4.450,39
Io Kufeu 188,05 68,78 2.041,49| 3.310,71 153,74 5.762,77
Kobalima 9.568,94| 4.087,37| 2.862,43 151,65 16.670,39
Kobalima 8.215,58 1.657,82| 1.223,88 73,71 11.170,98
Timur
Laenmanen 6.112,38 467,54 1.152,14| 1.985,82 9.717,88
Malaka Barat 736,54 5.643,79 66,00 6.446,33
Malaka 303,84| 2.508,61|10.332,16| 3.341,31| 231,68 16.717,60
Tengah
Malaka Timur 5.456,58 914,73 622,97 281,64 7.275,92
Rinhat 80,71| 249,80 7.900,46| 3.083,19] 257,51 11.571,68
Sasitamean 1.235,95 34,90/ 3.905,50| 1.722,25 5,78 6.904,38
Weliman 1.623,98 159,87| 4.640,82 239,30 6.663,97
Wewiku 4